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Jakarta, 18 Desember 2024

Strategi INA DIGITAL  dalam 
Melaksanakan Amanat Perpres 82/2023

Portal Administrasi Pemerintah Bidang
Layanan Aparatur Negara

Farah Fitria Rahmayanti
Direktur Digital Business



Historis Penugasan SPBE Peruri
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18 Des 2023 : 

Terbit Perpres 

82/2023

Mencakup 

Layanan Prioritas 

SPBE dari 9 K/L

Penanggung 

Jawab

27 Mei 2024 -

Peluncuran INA 

Digital sebagai 

GovTech 

Indonesia:

Penandatanganan

Komitmen 

Percepatan

Tambahan 6 K/L

1. BPJS Ketenagakerjaan

(Layanan Kesejahteraan 

Prakerja)

2. BPJS Kesehatan

(Layanan BPJS Kesehatan)

3. Kementerian ATR/BPN

(Layanan Pertanahan)

4. PMO Prakerja

(Layanan Prakerja)

5. KemenkumHAM

(Layanan Imigrasi)

6. BSSN

(*non-layanan)

INAgov



Sistem Informasi 
Mineral dan 

Batubara

K/L terkait:

dan K/L terkait lainnya

Distribusi 
Bantuan Sosial & 

Subsidi

K/L terkait:

MENATA FOKUS LAYANAN DIGITAL PRIORITAS DENGAN 
DIGITAL PUBLIC INFRASTRUCTURE SEBAGAI FONDASI KETERPADUAN
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Agenda Prioritas 

Transformasi Digital 

Nasional

Pidato Presiden Prabowo 

Subianto pada 20 Okt ‘24 

yang berkaitan dengan 

prioritas di bidang Digital

Transformasi Digital untuk 

ketepatan sasaran Bantuan Sosial 

dan Subsidi

Transformasi Digital untuk 

Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi

Dan layanan digital prioritas lainnya yang 

didukung dengan backbone sistem 

prioritas (DPI) yang terpadu

Portal Layanan 

Publik (Moments 

of Life) dan Portal 

Administrasi 

Pemerintahan

Digital Public 

Infrastructure 

sebagai backbone 

interoperabilitas 

dan keterpaduan

Wujud lanjutan Sistem Prioritas keterpaduan Layanan Digital Nasional

Pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai 
infrastruktur interoperabilitas

Digital Identity Data Exchange Digital Payment

Layanan 
Digital Masyarakat 

berdasarkan 
Moments of Life

Digital 

Payment
Data 

Exchange

e-katalog
Pengadaan 

Barang dan Jasa 
publik

K/L terkait:

dan K/L terkait lainnya

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

dan K/L terkait lainnya

Ketepatan Sasaran 

Bansos & Subsidi



Penugasan dan Tanggung Jawab Perum Peruri
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Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menugaskan 
Perum Peruri untuk penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas.

a. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas;
b.Pendalaman kebutuhan Pengguna SPBE; dan 
c. Perancangan Solusi Tepat Guna.

a. Perencanaan penyelenggaraan Aplikasi SPBE Prioritas;
b.Pembangunan dan/ atau pengembangan Aplikasi SPBE Prioritas;
c. Pengintegrasian Aplikasi SPBE Prioritas;
d.Pengoperasian Aplikasi SPBE Prioritas;
e. Keamanan Aplikasi SPBE Prioritas;
f. Distribusi dan/atau diseminasi Aplikasi SPBE Prioritas;
g.Pemeliharaan Aplikasi SPBE Prioritas; dan/ atau
h. Pengelolaan Infrastruktur SPBE yang mendukung Aplikasi SPBE 

Prioritas.

Dokumen STG

Platform INAgov

Pasal 3 Ayat 2

Pasal 3 Ayat 3

Pasal 3 Ayat 1



CHALLENGE:  EFFECTIVE INTEGRATION OF DIGITAL SERVICES



Program Indonesia Pintar & 
Kartu Indonesia Pintar Kuliah

Antrean RS, Registrasi Dokter 
(STR), Sertifikat Vaksin & Imunisasi

Izin Penyelenggaraan Event (Izin 
Keramaian), SIM Online, SKCK

Cek Bantuan Sosial

Layanan lainnya yang sudah siap: 
Keimigrasian, BPJS, Pertanahan, 

Ketenagakerjaan, dll. 

Layanan Aparatur Negara

Info Penerima Bantuan / 
Pembayaran Digital PNBP

Inisiasi Awal Layanan Terpadu 
pada Portal Nasional

Single 
Sign On

berbasis data 

kependudukan

Dewasa
Pekerjaan – Tempat 

Tinggal – Imigrasi –

Pernikahan –

Perceraian

Ibu Hamil
Anak-anak

Gizi –

Persalinan -

Sekolah

Lansia
Sakit – Tutup Usia

Remaja
SIM – Perguruan 

Tinggi

Product :
Layanan Terpadu dalam Satu Portal
Berbasis Citizen Centric 
mengakomodasi perjalanan hidup 
manusia (moments of life) 
dari lahir sampai tutup usia

Identitas 
Kependudukan 

Digital (IKD)

Keamanan 
siber & sandi 

data

Tata Kelola 
Data
dalam 
kerangka 
Satu Data 
Indonesia 

Data 
Exchange 
(Sistem 
Penghubung 
Layanan 
Pemerintah)

Administrasi Kependudukan
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MAIN PLATFORM: INAPAS, INAKU, AND INAGOV

Secure Access to 
Government Digital 

Services  

INApas

Integrated Digital 
Identity

INAgov
PORTAL ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
(GOVERNMENT ADMINISTRATION PORTAL)

Single Sign On

Single Sign On
Dengan IDT

KemenPANRB
Kemen
Kominfo Cek Bansos

Program 
Indonesia 
Pintar

INAku
PORTAL PELAYANAN PUBLIK

(PUBLIC SERVICE PORTAL)

Status keaktifan

Perubahan Pendidikan

Perubahan Gol Darah

Cetak KK & Cetak 
Biodata WNI 

Surat Ket Pindah 
Pindah/Pecah KK
Kelahiran WNI blm 
ada NIK
Kelahiran WNI 
sudah ada NIK

Cek Saldo JHT
Informasi Kantor 
Cabang
Informasi 
Kecelakaan Kerja

Kartu BPJS

Cari Dokter
Cari Obat
Sertifikasi Vaksin

Imunisasi
SIRANAP

Bappenas

K/L Non-Layanan Cek Status 
SIM

● Ruang lingkup 
Manajemen ASN 
berdasarkan UU 
20/2023: 

● Perencanaan 
kebutuhan

● Pengadaan
● Penguatan budaya 

kerja dan citra 
institusi

● Pengelolaan kinerja
● Pengembangan 

talenta dan karier 
● Pengembangan 

kompetensi
● Pemberian 

penghargaan dan 
pengakuan

● Pemberhentian
● Manajemen 

kelembagaan
● Modul pendukung
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Usulan Roadmap Pengembangan INAgov Bidang Layanan Aparatur Negara

FASE 1

FASE 2

Pengembangan 
STG

Implementasi 
Pengembangan 
Kompetensi dan 
Layanan Dasar 
Kepegawaian

Interoperabilitas 
Aplikasi

Implementasi 
Master Data ASN

Pengembangan 
API Gateway 
Management 

Migrasi ke
Infrastruktur PDN

Pengembangan 
Backend INAgov 
Bidang ASN

Portal 
Administrasi 
Pemerintahan
Bidang Layanan 
Aparatur Negara

FASE 3
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EKSISTING

Pengembangan 
11 Modul sesuai 
RPP Manajemen 
ASN

Perancangan 
Master Data 
ASN

Manajemen 
Operasional

Manajemen 
Operasional

Manajemen 
Operasional

Frontend, Backend 
dan Master Data 

menjadi satu 
Ekosistem

*Asumsi RPP Manajemen ASN selesai di Undangkan awal tahun 2025

Satu Platform 

Manajemen ASN



9Dokumen RahasiaInformasi bersifat pribadi dan rahasia. Kepemilikan konten seluruhnya adalah milik INA Digital.

Terima 
Kasih
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